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MOTTO 
 ًَةراَجِت َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
  ْمُكْنِم ٍضاَر َت ْنَع 
“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu”. (Q.S An-
Nisa’: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
x 
 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A a 
 (ِ ـــــ) Kasrah I i 
(   ْ  ) Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
xi 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
xii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم امو Wa mā Muammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
xv 
 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخوله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Azdiim Nur Fayzin, NIM: 15111142; “PRAKTIK JUAL BELI RUMAH DI 
KELURAHAN JOMBOR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM” .  
Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang sangat umum 
dilakukan olah manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi salah 
satunya jual beli rumah. Dalam jual beli rumah terdapat ketentuan pajak 
didalamnya. Naman beberapa masyarakat Jombor Sukoharjo membedakan harga 
yang sebenarnya dengan harga yang lebih rendah pada akta PPAT dengan tujuan 
agar mendapatkan pembebanan pajak yang rendah. Bagaimana prespektif Hukum 
Islam di dalam menganalisa kesepakatan penjual dan pembeli  dengan 
membedakan harga bertujuan mengurangi pembebanan pajak. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi jual beli 
rumah yang berada di wilayah Kelurahan Jombor Sukoharjo dalam prespektif 
hukum Islam. Dengan mengetahui teori  manfaat pajak sebagai dasar untuk 
mengetahui pentingnya pajak. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research), 
yang berlokasi di Kelurahan Jombor Kabupaten Sukoharjo, dengan waktu 
penelitian 60 hari. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik analisis data 
apakah transaksi jual beli rumah di Kelurahan Jombor tersebut sudah sesuai 
dengan hukum Islam dengan teori yang telah dikumpulkan. 
Hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli rumah di Jombor Sukoharjo  
para pihak penjual dan pembeli bersepakat memberikan harga yang lebih rendah 
pada akta jual beli di notaris PPAT dengan harga yang sebenarnya. Pemberian 
harga fiktif tersebut bertujuan untuk mendapatkan pembebanan pajak yang 
rendah. Jika di tinjau menurut prespektif hukum Islam pada teori teori hukum 
Islam yang telah dikumpulkan bahwa transaksi tersebut tidak dibenarkan karena 
mengandung kesepakatan untuk  mengelabuhi pajak dengan tujuan untuk 
mendapatakan pembebanan yang rendah. Pajak bertujuan untuk kemaslahatan 
masyarakat melalui pajak negara. 
Kata kunci: Jual Beli, Rumah, Pajak 
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ABSTRACT 
 
Azdiim Nur Fayzin, NIM: 15111142; “HOME BUYING AND SELLING 
PRACTICES IN JOMBOR FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC 
LAW” 
Buying and selling is a part of mu'amalah which is commonly done by 
people as a media to communicate in economic terms; one of them is buy and sell 
houses.In term of buy and sell houses there are tax provisions included. However, 
some people in Jombor, Sukoharjo differentiate the actual prices and provide the 
lower prices in the deed of land deed office aiming to get low tax imposition. How 
is the perspective of Islamic Law in analyzing the agreement between the seller 
and the buyer who differentiate the price which aim to reduce the tax imposition. 
The purpose of this research is to know the buy and sell houses transaction 
in Kelurahan Jombor, Sukoharjo from the perspective of Islamic Law. By 
knowing the tax benefit theori as a basis for knowing the importance of taxes 
The method of the study is qualitative field research, which is located in 
Jombor, Sukoharjo regency, with 60 days research time. The data used in this 
research are primary and secondary data which are collected through interview, 
observation, documentation and data analysis technique to understand whether 
home buying and selling transaction in Jombor already in accordance with the 
Islamic Law. 
The result of the research shows that home buying and selling practices in 
Jombor, Sukoharjo, both sides agreed to give lower price in the deed of sale and 
purchase in the notary beside the real price. This fictitious pricing is intended to 
get a low tax charge. In terms of the perspective of Islamic Law from the theories 
of Islamic Law which had been collected by the researcher, it is stated that the 
transaction is not justified or illegal because it contain an agreement to fraud taxes 
to get lower tax charge. Taxes are a benefit for all people through the state tax. 
Keywords: Buy and sell, Home, tax 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada dasarnya manusia diberikan akal oleh Allah untuk berinteraksi 
kepada sesama yakni salah satunya  dengan bertransaksi (muamalah).1 Dalam 
rangka menuju hidup yang sejahtera manusia dituntut untuk memenuhi 
kebutuhannya salah satunya dengan bertransaksi dengan orang lain atau 
berakad, dengan begitu telah terbentuknya kesepakatan untuk mencapai 
prestasi kesepakatan tersebut. 
Agama Islam sangat menghargai akad. Berakadnya seseorang salah 
satunya adalah dengan jual beli. Jual beli merupakan hal yang sangat umum  
yang dilakukan oleh manusia. Pada jual beli maka manusia dapat mencukupi 
kebutuhan satu dengan yang lain yakni dengan saling tukar menukarnya 
barang untuk mengamb il nilai manfaatnya. Salah satunya syarat jual beli 
dengan adanya ucapan ijab qobul antara penjual dan pembeli2. Akad ialah 
perikatan ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syara, yang menetapkan 
keridhaaan kedua belah pihak.3 Akad jual beli bertujuan untuk menetapkan 
kesepakatan yang dibuat antara pihak yang bertransaksi.  
                                                             
1 Muamalah Merupakan Bagian Dari Hukum Islam Yang Mengatur Hubungan 
Antara Dua Pihak Atau Lebih, Baik Antara Seorang Pribadi Dengan Dengan Peribadi Lain, 
Maupun Antar Badan Hukum, Seperti Perseroan, Firma, Yayasan, Negara, Dan Sebagainya. 
Nurfaizal “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan 
Indonesia”, Jurnal Hukum Islam, (Riau) Vol. XIII No. 1, 2013, Hlm. 1.  
2  Masjupri, Buku Daras  Fiqih Muamalah 1, (Surakarta: FSEI, 2013), Hlm.107. 
3 Ibid , Hlm.64. 
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Jual beli merupakan salah satu perjanjian tukar menukar barang yang 
memiliki nilai.4  Dalam rangka memenuhi kebutuhan maka seseorang akan 
melakukan transaksi guna mendapat nilai manfaat salah satunya adalah jual 
beli rumah. Pada zaman sekarang rumah bisa dikatakan merupakan 
kebutuhan pokok manusia atau disebut juga kebutuhan primer. Pada dasarnya 
setiap jual beli terdapat beberapa ketentuan-ketentuan untuk tercapainya 
prestasi dalam jual beli. Di Indonesia terdapat aturan pada jual beli rumah 
yang bersertifikat hak milik yakni pada penetapan pajak didalamnya yang 
mengikat pajak tanah dan bangunan.5 Pada jual beli rumah, terdapat 
ketentuan apabila tercapainya jual beli maka terdapat potongan pajak atas 
perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli.  
Dari pajak penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan penetapan 
harga jual beli. Namun terdapat cara yang dilakuakan penjual dan pembeli 
untuk menghindari pajak yakni dengan memberikan pengakuan harga yang 
berbeda dari harga kesepkatan asli dengan harga fiktif yang di cantumkan 
pada akta di PPAT yang lebih rendah dari harga kesepakatan. Hal ini 
menimbulkan kurangnya pemasukan kas negara dari sektor pajak. 
Dalam transaksi jual beli properti seperti rumah ditetapkanlah pajak 
atas perpindahan hak milik, hal ini negara telah membebankan pada penjual 
                                                             
4 Ibid. Hlm. 105. 
5 Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya 
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dan pembeli dengan ketentuan.6 Pada realitanya di daerah Jombor Sukoharjo 
beberapa masyarakat menetapkan akad atau kesepakatan harga yang tidak 
sebenarnya guna mendapatkan pajak yang rendah. Beberapa transaksi 
berhasil penulis temukan di wilayah Jombor. Berdasarkan pengamatan dan 
wawancara, transaksi dalam memberikan harga fiktif pada jual beli rumah 
memang sudah menjadi hal biasa mengingat wilayah jombor merupakan 
wilayah yang memiliki harga jual yang tinggi.7 Daerah Jombor sendiri 
termasuk wilayah yang strategis dalam jual beli rumah karena letaknyapun 
berada dikawasan kota hal ini berpengaruh  pada tingkat harga jual beli yang 
yang tinggi ditetapkan penjual. Maka tak jarang banyak penjual dan pembeli 
melakukan kesepakatan untuk membedakan harga pada akta jual beli dan 
harga asli yang disepakati pada realitanya,  hal itu dilakukan untuk 
mendapatkan tarikan pajak yang rendah. Sikap masyarakat menjauhi pajak 
adalah cara bersikap menyebabkan ia tidak kena pajak8. Melihat fenomena 
yang terjadi penulis tertarik melakukan pembahasan mengenai transaksi 
tersebut bagaimana pandangan hukum Islam terkait jual beli yang dilakukan 
di wilayah jombor. 
Pada dasarnya  akad jual beli merupakan saling sepakatnya hak dan 
kewajiban antara penjual dan pembeli dengan saling ridha dalam menentukan 
                                                             
6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya. 
7 AC, Warga Masyarakat Kelurahan Jombor (pihak pembeli), wawancara pribadi, 
21 Mei 2019, pukul 20.00-21.00 
8 Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pjak, (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2003), Hlm. 194  
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keadilan sehingga tercapainya prestasi dalam kesepakatan atau berakadnya  
jual beli, namun bagaimana transaksi akad tersebut dilakukan untuk 
menghindari pembebanan pajak pada peralihan hak milik mengingat pajak 
adalah kontribusi dari rakyat dan di gunakan untuk kemakmuran rakyat. 
Pajak yang terdapat dalam jual beli rumah yakni pajak penghasilan (PPH) 
diperuntukan untuk penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTP) 
diperuntukan untuk pembeli. 
 Bagaimana prespektif akad jual beli hukum Islam pada penetapan 
jual beli tanah dan bangunan di wilayah Jombor Sukoharjo yakni pihak 
penjual dan pembeli bersepakat membedakan harga pada akta jual beli 
dengan harga asli dengan tujuan untuk mengurangi pembebanan pajak dalam 
perpindahan hak milik atas jual tanah dan bangunan. Berdasarkan latar 
belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Praktik 
Jual Beli RumahD i Kelurahan Jombor Dalam Prespektif Hukum Islam” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada tema dalam proposal yang penulis laksanakan ini, 
maka perlu adanya batasan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematika, 
diantaranya: 
1. Bagaimana praktik jual beli rumah di kelurahan Jombor? 
2. Bagaimana praktik jual beli rumah di kelurahan Jombor dalam prespektif 
hukum Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik jual beli rumah di Kelurahan Jombor. 
2. Untuk mengetahui praktik jual beli rumah di Kelurahan Jombor dalam 
prespektif hukum Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat dalam 
pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara praktis maupun teoritis. 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:  
1. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat mengenai praktik jual beli  
rumah ditinjauan hukum Islamnya. 
2. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan 
kajian mengenai praktik jual beli rumah dalam prespektif hukum islam. 
E. Kerangka Teori 
Akad Jual beli adalah  suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda 
yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda, dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi 
barang, dan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan 
syara’ dan disepakati9.  Dalam Al-Quran di jelaskan mengenai dasar akad 
pada surat QS. Al-Nahl:91  
                                                             
9 Muflihatun Najmi, “ Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI 
NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Program 
Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, Hlm. 5. 
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 َْلا اوُضُقْ ن َت َلََو ُْتُْدَهاَع اَذِإ ِهَّللا ِدْهَِعب اوُفْوَأَو َت َدْع َب  ََاْيْمَ َلَع َهَّللا ُُ ُُْلَع ََ  ْدَََو اَهِدد
ِِْو  ُْ ُكْد
 َ وُلَعْف َت اَم  ُُ َلْع َي َهَّللا َّ ِإ الًدِف َِ  
Artinya “Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu 
berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 
(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 
kamu perbuat.” (QS. al-Nahl: 91) 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Ba’i adalah jual beli antara 
benda dengan benda atau pertukaran benda atau uang.10 Pada umumnya 
masyarakat melakukan akad jual beli rumah dengan kesepakatan antara kedua 
belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh manfaat atas objek 
akad. Pada kompilasi hukum eknomi syariah terdapat unsur jual beli yakni 
para pihak, obyek dan kesempatan.11 
Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum jual 
beli, yaitu  Al-Baqarah ayat 275. 
َأي َنيِذَّلٱ َ وُلُِ  َمَِ  َّلَِإ  َوُموُق َي َلَ ْاٰو َبِّرلٱدَّشلٱ ُُهطَّبَخَُ َي يِذَّلٱ ُموُق َي ا ُنَٰط  َنِم  ِّسَ
لمٱ  
 َكِل َٰذ ُُهَّ َنِأب  ْاوُلَاَ َا َّنَِّإ  ُعدَبلٱ  ُلثِم  ْاٰو َبِّرلٱ  َّلَحَأَو  ُهَّللٱ  َبلٱ  َع  َمَّرَحَو  ْاٰو َبِّرلٱ  نَمَف ا ََ  ُهَءۥ وَم 
َةظِع نِّم  ِّبَّر ِۦه  ٰىَه َُنٱَف  ُهَل َفۥ اَم  َفَلَس َمأَو  ُُهرٓۥ  َلِإ  ِهَّللٱ  نَمَو   َداَع  َٰلْوُأَف  َكِئ صَأ  ُب َٰح 
 ِراَّنلٱ  ُُه  اَهدِف  َ وُدِل َٰخ  
 
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
                                                             
10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  Edisi Revisi.., Hlm. 10. 
11 Ibid, hlm24 
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mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah ayat:275) 
 
Jual beli dilakukan untuk tercapainya kebutuhan manusia. Seperti jual 
beli rumah bisa dikatakan kebutuhan pokok atau primer. Pada jual beli rumah 
terdapat negosisai kesepakatan  penentuan harga obyek rumah termasuk di 
dalamnya kesepakatan penentuan pengaruh harga jual beli rumah dan 
bangunan terhadap pajak. Berdasarkan bentuk akad pada jual beli rumah 
termasuk pada akad tertulis.  Pada akad jual beli rumah terdapat pengakuan 
dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta otentik hal ini sebagai bukti dan 
pengakuan antara penjual dan pembeli untuk melegalkan melalui pejabat 
pembuat akta tanah. 
Pajak jual beli perindahan hak milik atas jual beli rumah dan 
bangunan di tentukan besaranya sebagai pajak Penghasilan (PPH) 
berdasarkan harga obyek barang tersebut semakin harga tinggi yang diberikan 
maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan yakni mengacu Peraturan 
Pemerintah Nomer 36 Tahun 2016, 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah 
bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan 
hak atas tanah dan atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah 
Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya 
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melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (PPH).12 Pada PPH 
di bebankan pada penjual kemudian BPHTB di bebankan pada pembeli 
sebesar 5%  dengan mangacu pada undang-undang.13 
Masyarakat melakukan  kesepakatan memberikan harga fiktif pada 
akta jual beli di PPAT dengan membedakan dengan harga asli dengan tujuan 
agar mengurangi pembebanan pajak. 
Dalam prinsip akad  Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi 
dengan jujur niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhidar 
dari segala bentuk penipuan dan kecurangan. Nabi Muhammad SAW 
menyebutkan bahwa :"Aku (Rasulullah) melarang jual beli yang mengandung 
unsur penipuan."(H.R Muslim).14  
  رَح ااحْلُص َّلَِإ َْيِْمِلْسُمْلا َْيْ َب ٌِزئا ََ  ُحْلُّصلا  َ ْوُمِلْسُمْلاَو اامَارَح َّلَحَأ ْوَأ الََلًَح َم 
  ُش ىَلَع  اامَارَح َّلَحَأ ْوَأ الََلًَح َمَّرَح ااطْرَش َّلَِإ ْم 
Artinya: “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali 
perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan 
suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang 
telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang 
halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR. Bukhari)” 
                                                             
12 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya 
13 Azhari Aziz, Perpajakan Di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), Hlm. 270 
 
14 Syafi’i, “Prinsip Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” Jurnal  Al Qardh 
(Palangkaraya)  Vol. I  Nomer 5, 2018. Hlm.20. 
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Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam bermuamalah 
makan rentan adanya penipuan atau kezaliman. Hal ini tentunya akan 
merugikan pihak-pihak tertentu15 
Islam sangat menghargai akad, dengan tujuan agar terjadinya 
keseimbangan antara pihak yang bersepakat termasuk ketentuan ketentuan 
yang mengatur didalam transaksi tersebut sehingga terwujudnya kemaslahatan 
bersama. Mengingat Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.16 Dari penetapan pembebanan pajak maka akan berpengaruh terhadap 
kesepakatan berakadnya penjual dan pembeli dalam menentukan harga jual 
beli tanah dan bangunan yang dilakukan. 
F. Tinjauan Pustaka 
Setelah peneliti melakukan tela’ah terhadap beberapa penelitian, ada 
beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
Peneliti yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Rahmawati (2011) dalam jurnal Alistishad vol. 1 Nomor 3,  
Oktober 2011 yang berjudul “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi 
Syariah”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat pembahasan 
                                                             
15 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, jakarta: Grafindo Persada, 2016), 
Hlm. 19. 
16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
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mengenai akad.  Akad sebagai salah satu produk hukum (syariah dan fikih) 
yang mengalami banyak pengembangan sesuai dengan perkembangan 
manusia dari masa terdahulu (klasik), sampai pada masa kini dan masa yang 
akan datang, akan selalu berkembang mengikuti perkembangan sistem 
ekonomi, dan tetap mempertahankankan subtansinya di tengah-tengah 
pertarungan ekonomi global, sebagai bagian dari produk hukum Islam, dan 
bagian dari syariat (wahyu) yang lebih menjamin kemaslahatan manusia. Pada 
penelitian ini akad dalam islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua 
bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau 
lebih melalui sebuah ijab dan kabul, baik ijab-kabul dalam akad nikah, akad 
jual beli, maupun akad transaksi lainnya.17 Pada penelitian ini yang 
membedakan dengan jurnal yang di tulis Rahmawati adalah jurnal fokus pada 
melihat fenomena perkembangan akad dari zaman ke zaman hal ini menuntut 
hukum Islam untuk menyesuaikan demi terciptanya transaksi sesuai dengan 
syar’i. Namun persamaan pada penelitian ini yang menjadi subtansi adalah 
penelitian ini berfokus pada mengkaji perkembangan akad termasuk 
bagaimana hukum islam pada kesepakatan untuk membedakan harga jual 
untuk mengurangi pembebanan pajak.  
Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Esti Handayani (2009) 
dalam jurnal Studi Kenotariatan vol. 1 Nomor 1, 2009 yang berjudul 
“Penghindaran Pajak Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa 
Jual Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Di Jakarta Utara” penelitian ini 
                                                             
17 Rahmawati,  “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,”Jurnal  Al-
Iqtishad, (Jakarta)  Vol. III Nomor 2, 2011. 
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mengenai menghindari pajak. Dalam pemberlakuan pemungutan pajak atas 
penghasilan dari transaksi pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, 
banyak kalangan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil, 
dikarenakan dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan yang dilakukannya 
belum tentu diperoleh keuntungan, sedangkan terhadap setiap transaksi tanpa 
melihat apakah dari transaksi tersebut didapat keuntungan atau kerugian, maka 
semuanya akan tetap dipungut pajaknya, banyak dari antara masyarakat yang 
melakukan transaksi penjualan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang 
menderita kerugian, dan dengan demikian pajaknya tetap harus dibayar. 
Tingginya beban pajak dengan sendirinya akan menimbulkan kecenderungan 
bagi Wajib Pajak untuk menghindari atau menyelundupkan pajak. Pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan yang kerap dilakukan oleh para subjek 
hukum baik perorangan maupun badan, hal mana biasanya dilakukan karena 
kebutuhannya yang mengharuskan untuk melakukan pengalihan hak tersebut. 
Persamaan jurnal ini dengan penelitian ialah penelitian mempuyai subtansi 
membahas kesepakatan akad penjual dan pembeli untuk menghindari pajak 
jual beli tanah dan bangunan dengan melakukan pemberian harga fiktif. 
Perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan yang digunakan dalam 
penelitian skripsi ini menggunakan Prespektif akad dalam hukum Islam 
tentang kebolehan kesepakatan jual beli rumah dengan menghindari pajak 
yang dibebankan negara sedangkan jurnal hanya memandang dari segi 
perilaku menghindari pajak.18 
                                                             
18 Esti Handayani  “Penghindaran Pajak Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
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Selanjutnya adalah Skripsi yang dilakukan oleh Nisa Auliana  Prodi Ilmu 
Hukum Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga yang berjudul “Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan (Studi 
Kasus Di Desa Tegal Tirto Kecamatan Berbah Kabupaten Seleman)” 
penelitian ini mengenai pengesahan jual beli dibawah tangan. Dalam skripsi 
ini membahas tentang jual beli tanah yang dilakukan warga desa Tegal Tirto, 
yang menjadi titik fokus pada penelitian ini ialah akad kesepakatan 
pengesahan jual beli tidak dilakukan pada notaris sehingga tidak di terbitkan 
sertifikat resmi kepemilikan atas perpindahan tanah melalui akad jual beli. 
Pada umumnya masih banyak masyarakat yang menggunakan perjanjian 
dibawah tangan, banyak faktor faktor yang menyebabkan masyarakat masih 
menggunakan jual beli di bawah tangan, salah satunya penyebabnya 
dikakeranakan jual beli dibawah tangan terbilang cepat tidak termakan waktu 
yang lama selain itu jual beli di bawah tangan tidak memerlukan biaya banyak 
dan mudah.19 Persamaan penelitian ini terletak pada penjual dan pembeli 
sepakat berakad untuk menghindari pajak  karena unsur kemudahan serta 
biaya yang sedikit.  Dilakukanya jual beli dibawah tangan dimaksudkan 
mempermudahkan proses peralihan hak guna tanah serta biaya yang murah 
                                                                                                                                                                      
Dengan Kuasa Jual Yang Dibuat Dihadapan Notaris Di Jakarta Utara ,” Jurnal  
Kenotariatan, (Jakarta)  Vol. I Nomor 1, 2000  
19 Nisa Auiana, “Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa 
Tegal Tirto, Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)” Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Jurusan 
Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2018. 
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tanpa pajak  yang dibebankan pemerintah atas perpindahan tanah.20 Perbedaan 
penelitian skripsi Nisa Auliana ini terletak pada fokus pembahasan yakni akad 
jual beli dilakukan dibawah tangan yang menjadikan  kebiasaan atau adat 
yang dilakukannya akad tersebut. Namun dalam penulisan penelitian  ini 
membahas tentang bagaimana prespektif hukum islam terhadap akad jual beli 
rumah yang berdampak pajak. Skripsi di atas memiliki maksut untuk 
mempermudah dalam transaksi jual beli.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian   
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
lapangan (field Rresearch) dengan mengambil data melalui sumber obyek 
langsung jual beli rumah di Kelurahan Jombor Sukoharjo.  
2. Sumber Data 
a. Sumber data Primer yang diperoleh langsung dari subyek atau proses 
yang terjadi dilapanagan sebagai sumber informasi yang di teliti. 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa penjual dan 
pembeli rumah di wilayah Jombor Sukoharjo. 
 
 
                                                             
20 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya 
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b. Sumber data sekunder 
Data Sekunder, data yang bersumber dari buku-buku, catatan-
catatan, publikasi atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan 
dengan penelitian. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Jombor Sukoharjo 
Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Waktu penelitian dilakukan 
selama 4 bulan dimualai pada bulan mei. 
4. Teknis Pengumpulan Data  
Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung  selama 
obyek penelitian berproses. Beberapa teknik pengumpulan data 
diantaranya: 
a. Observasi atau sering disebut dengan pengamatan yaitu pemusatan 
perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat 
indra. Dalam hal ini penulis mengamatai pada kondisi jual beli rumah 
di daerah jombor sukoharjo. 
b. Wawancara, yaitu suatu usaha pengumpulan informasi dengan dengan 
mengajukan suatu pernyataan secara lisan dan dijawab secara lisan. 
Subyek dari wawancara yaitu penjual dan pembeli serta pihak 
perangkat kelurahan Jombor Sukoharjo.21 
 
                                                             
21 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 
hlm.113. 
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5. Teknis Analisis Data 
Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 
Deduktif, metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-
pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu 
ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai jual beli rumah di wilayah 
Jombor Kabupaten Sukoharjo, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga 
dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan permasalahan 
mengenai jual beli rumah di wilayah jombor sukoharjo.22 
F. Sistematika Penulisan 
Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Panduan Penulisan Seminar 
Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing 
bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang di teliti. 
Adapun perincian penulisan adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini yang akan menjabarkan mengenai latar 
belakang dilakukan penelitian, dua pokok permasalahan dari penelitian, 
tujuan dari penelitian ini baik tujuan umum maupun tujuan khusus, manfaat 
penulisan, kerangka teori, keaslian penulisan, metode penelitian serta 
sistematika penulisan. Dalam hal ini menyangkut mengedai gambaran awal 
penelitian mengenai Prespektif hukum Islam mengenai dampak pajak pada 
akad penjual dan pembeli dalam jual beli rumah. 
                                                             
22 Ibid., hlm. 152. 
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Bab II Landasan Teori. Pada bab ini, membahas mengenai teori teori 
pendukung Muamalah  dalam jual beli. Serta membahas tentang jual beli 
menurut hukum Islam yang terdiri dari: pengertian dan dasar hukum jual beli, 
rukun dan syarat sah jual beli. Dalam hal ini teori pajak sebagai dasar kajian 
akan menjadi pembahasan yakni pajak perpindahan hak milik tnah dan 
bangunan akuibat jual beli yakni pajak penghasilan (PPH) dan bea perolehan 
hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Disamping itu bab ini juga 
menjelaskan mengenai prinsi-prinsip bermuamalah dalam akad jual beli 
sebagai dasar kajian. 
Bab III Deskripsi Data Penelitian. Dalam bab ini akan memapaparkan 
tentang data-data mengenai lokasi penelitian yakni di kelurahan Jombor 
Sukoharjo. Selain itu berisikan tentang data yang relevan dengan pelaksanaan 
jual beli yang berdampak pajak di kelurahan Jombor Sukoharjo. Penjualan 
rumah di kelurahan jombor Sukoharjo dilakukan offline maupun online 
ketika penjual dan pembeli bertemu maka tak lepas dari proses negosiasi 
termasuk penentuan pembebanan pajak terhadap harga rumah tersebut. Di 
jombor tergolong wilayah strategis dalam jual beli rumah rumah berasal dari 
warga maupun perumahan mengingat letaknya di pusat kota yang menarik 
dari beberapa kalangan masyarakat.  
 Bab IV Analisis. Pada bab ini memaparkan analisis terkait rumusan 
masalah, menjawab yang menjadi pokok permasalahan pada akad jual beli 
rumah di wilayah jombor. Selanjutnya menganalisa bagaimana akad jual beli 
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rumah dan bangunan yang terdapat pajak didalamnya menurut hukum Islam 
serta memahami menggunakan prinsip-prinsi dalam berakad jual beli. 
Bab V Penutup. Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dari 
hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ketiga 
sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, penulis 
juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan 
dalam bab sebelumnya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
Pada dasarnya jual beli merupakan hal yang lumrah yang dilakukan oleh 
manusia. Untuk memenuhi kebutuhan maka salah satunya dengan jual beli. Pada 
jual beli tanah dan bangunan terdapat ketentuan perpindahan hak milik yakni 
Pajak Pennghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Namun 
dalam Agama Islam jual beli terdapat ketentuan-ketentuan agar jual beli tersebut 
sesuai dengan prinsip-prinsip serta norma-norma untuk menciptakan 
kemaslahatan dalam jual beli serta terciptanya jual beli sesuai dengan prinsip-
prinsip dalam bermuamalah dalam jual beli. 
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Akad Jual Beli  
Secara bahasa akad adalah al-aqd adalah perikatan, perjanjian, 
pertalian, permufakatan. Secara istilah pertemuan ijab dan kabul dari pihak 
yang menyatakan kehendak1 
Secara etimogis; Jual beli berasal dari bahasa  arab Al-bai’ yang 
makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu 
yang  lain. Sedangkan secara therminologis dikalangan ulama’ hanafi 
terdapat dua dua definisi jual beli adalah: 
a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu 
b. Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara 
tertentu yang bermanfaat.2 
                                                             
1 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah  Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 
Syari’ah, (Yogyakarta: Lagung Pustaka, 2009), Hlm. 33 
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Ulama’ Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali memberikan 
pengertian, jual beli adalah saling menukar harata dengan harta dalam 
bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada 
aspek milik pemilikan , untuk membedakan dengan tukar menukar atau 
barang yang tidak memiliki akibat milik kepemilikan, seperti sewa 
menyewa.3  Akad jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah melalui ijab 
qabul (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menual dari 
penjual), atau juga boleh saling memberikan barang dan harga dari penjual 
dan pembeli, di saming itubarang tersebut harus bermanfaatbagi manusia.4 
Jual beli bisa dikatakan hal yang wajib pada zaman sekarang guna untuk 
memenuhi kebutuhan pada sektor ekonomi. Jual beli merupakan interaksi 
sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di 
tentukan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar 
barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua 
belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.5 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, Sunnah dan ijma’ umat. 
Adapun dalil dari alquran yaitu firman Allah:  
 َّبَخَت َي يِذَّلا ُموُق َي اَمَك َّلاِإ َنوُموُق َي َلا َابِّرلا َنوُلُكَْأي َنيِذَّلا ِِّ َمْلا َنِم ُنَاطُهْط ََّ لا  ُُطُه  
 َّلَحَأَو َابِّرلا ُلْثِم ُعْط َبْلا َا َّنَِّإ ْاوُلَاق ْمُهَّ َنِأب َكِلَذ ْط َبْلا  ُّللا  ٌَ ِِ ْوَم ُُها ََ  نَمََ َابِّرلا َمَّرَحَو َع  
                                                                                                                                                                      
2 Ibd Hlm. 53 
3 Ibid 
4 Nasrun Haroen, Fiqh, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), Hlm. 111 
5 Shobirin “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 
(Semarang) Vol.3, nomor 2, 2015, hlm 240 
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  َّر نِّماَم  َُل ََ َىَه َتنَاَ  ِِّب ََ َداَِ  ْنَمَو  ِّللا َلَِإ ُُُرَْمأَو َفَلَس ْم ُُ  ِراَّلا ُُ ا ََ ْْ َأ َكِِ َلْوُأ  
 نوُدِلاَخ اَهطَِ  َ  
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah ayat:275)6 
Diayat lain dalam Al-Quran Surah An-Nisa’ ayat 29 
 ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلا اوََُّمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكََّ ْ ط َب  ضَار َت ْنَِ  ًَةراَِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلا  
 ًمطِحَر ْمُكِب َناَك  ََّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكَِّْما   
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian 
memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, 
kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah 
kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih 
Sayang kepada kalian.”(QS An-Nissa’ (4): 29) 
 
Kemudian dalam As-Sunnah dalam hadis nabi di riwayatkan: 
Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 
jewawut dengan jewawut, tamar dengan tamar, garam dengan garam, 
dengan ukuran yang sama dan dengan timbangan yang sama. Barang siapa 
melebihkan atau meminta tambah berarti ia melakukan riba, jika berbeda 
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jenis maka juallah sekehendakmu (HR. Bukhori). Pernyataan “maka 
juallah sekehendakmu” ini jelas mengisyaratkan bolehnya jual beli.7 
3.  Rukun dan Syarat jual beli 
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 
sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun jual beli ada 
tiga yaitu: shighot, pelaku akad dan obyek akad. Masing-masing dari tiga 
hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan 
pembeli. Obyek terdiri dari harga dan barang. Sighot terdiri dari ijab dan 
qobul. 8 
a. Pelaku akad. Yang meliputi syarat-syarat berikut ini: 
1) Tidak Berakal agar tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak syah 
jual belinya. 
2) Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain sesuai 
dengan ayat An-Nisa ayat 29. 
3) Tidak mubadzir. Sebab harta orang yang mubdzir itu di tangan 
walinya. 
4) Balight. Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum 
berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan. 
b. Obyek akad 
1) Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan 
uang untuk dibelikan seperti kulit binatang di jual untuk dibelikan 
suatu barang. 
                                                             
7 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah 1, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), Hlm. 107 
8 Gazi Inayah, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada  
University Press, 2007), Hlm. 111 
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2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada 
manfaatnya. 
3) Barang dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih di 
laut. 
4) Milik penuh dan penguasaan penuh 
5) Barang tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak.9 
c. Shighat 
Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual 
barang ini sekian. Menurut ulama lafaz tersebut harus memenuhi syarat 
berikut: 
1) Keadaan ijab dan qobul berhubungan. Artinya salah satu keduanya 
pantas menjadi jawaban dari orang lain. 
2) Makna keduanya mufakat. 
3) Tidak bersangkutan dengan yang lain. 
4) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan keduanya.10 
Pada jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi 
diantaranya yakni: 
a. Syarat kecakapan para pihak 
1) Orang yang melakukan transaksi harusnya orang ang cakap 
bertindak dan cakap untuk diangkat sebagai wakil. Menur Al 
Ghazali ada 4 golongan yang tidak sepatutnya melakukan 
muamalah yaitu anak kecil, orang gila, hamba, dan orang buta. 
                                                             
9 Ibid 
10 Ibid. Hlm 108 
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2) Syarat yang terkait dengan orang atau pihak yang membuat akad 
adalah orang itu yang cakap dalam bertindak hukum. Yakni cakap 
bertindak hukum menurut jumhur ulama’ adalah orang yang telah 
baligh dan berakal.11 
b. Kesepakatan para pihak 
Bai’ hanya terjadi sah apabila dilakukan berdasarkan kebebasan 
dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. 
c. Penawaran dan penerimaan 
Terjadinya jual beli dimulai dengan adanya penawaran oleh salah 
satu pihak kepada pihak yang lain. Bila pihak yang menerima 
penawaran menyatakan penerimaan atas penawaran tersebut, maka 
terjadinya transaksi jual beli yang dimaksud.  
d. Isi penawaran dan penerimaan  
Penawaran dan penerimaan harus memuat harus memuat kepastian 
mengenai harga, kepastian mengenai tanggal dan tempat penyerahan 
barang, dan kepastian tentang waktu pembayaran.  
e. Kepemilikan barang  
1) Penjual barang harus merupakan pemilik atau penguasa dari pemilik 
barang. Dengan kata lain, barang yang bukan miik penjual tidak 
dapat di jual. 
2) Sebelum bank menjual barang bank harus telah menjadi pemilik 
barang tersebut (yaitu barang yang dibeli dari pemasok) dan bank 
                                                             
11 M.Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 
Syariah, (Yogyakarta: logung Pustaka, 2009), Hlm. 186 
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telah menerima kepemilikan tersebut secara yuridis. Menurut 
Rasulullah, adalah dilarang untuk menjual barang tersebut sampai 
barang milik penjual.12 
f. Spesifikasi barang 
1) Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan harus ditentukan 
spesifikasinya. 
2) Antara penjual dan pembeli harus menyepakati spesifikasi dari 
barang yang diperjualbelikan itu. Spesifikasi barang tersebut harus 
diuraikan secara perinci sede mikian rupa hingga tidak akan 
menimbulkan kerancuan ketika barang tersebut diserahkan kepada 
pembeli oleh penjualnya.13 
g. Identifikasi barang  
Barang yang diperjualbelikan harus secara spesifikasi diketahui 
dan teridentifikasi oleh pembeli, misalnya A mengemukakan kepada 
B: “Saya menjual 100 karung kapas yang berada di gedung tersebut, 
maka jual beli tersebut batal apabila barang tersebut hilang, maka 
bukan saja sulit untuk dapat memastikan siapa pihak yang memikul 
resiko kehilangan tersebut tetapi juga sulit untuk menentukan berapa 
besar nilai kehilangan tersebut.  
h. Eksistensi barang 
Barang yang diperjual belikan harus ada ketika jual beli terjadi. 
Seseorang tidak dapat menjual anak sapi ang belum lahir. Anak sapi 
                                                             
12 Ibid. Hlm 188 
13 Ibid. Hlm 188. 
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tersebut bukan saja belum diketahui spesifikasnya, akan tetapi bisa 
dikatakan lahir hidup. 
i. Pemindah tanganan 
1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipindah tangankan hak 
kepemilikanya. Hal ini terkait dengan peralihan hak kepemilikan 
tersebut dari penjual kepada pembeli ketika transaksi jual beli 
terjadi dan telah selesai dilakukan. 
2) Hak atas kepemilikan atas perindahan barang yang diperjualbelikan 
tersebut harus secara yuridis beralih kepada pembeli dengan 
konsekuensi bahwa beralihnya kepemilikan berarti beralih juga 
beresiko yang dapat timbul terhadap barang itu misalnya resiko 
kerusakan, kecurian, ketinggalan zaman, dan likuiditas.14 
j. Penguasaan barang oleh penjual  
Barang yang diperjualbelikan harus secara fisik atau secara 
konstruktif berada pada kekuasaan penjual ketika jual beli terjadi. 
Penguasaan konstruktif berarti bahwa sekalipun pembeli belum 
menerima penyerahan barang tersebut secara fisik kedalam 
pengendaliannya, namun semua hak dan kewajiban atas barang itu 
telah beralih kepadanya.misalnya A, membeli sebuah mobil dari B, 
tetapi B belum menyerahkan secara fisik mobil tersebut kepada A. 
Tetapi B telah menempatkan mobil tersebut  pada garasi si A dimana 
A secara bebas mengak  ses mobil itu. Oleh karena A secara bebas 
                                                             
14 Ibid. Hlm. 189. 
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dapat mengakses mobil itu, maka resiko terhadap obil itu telah beralih 
kepadanya sehingga A dapat menjual mobil tersebut kepada pihak 
ketiga manapun. 
k. Kehalalan barang  
Barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal (tidak 
diharamkan oleh syariah) dan harus memiliki nilai ekonomis. Suatu 
barang tidak memiliki nilai ekonomis untuk diperdagangkan tidak 
dapat di jual. Selain itu barang yang diperjualbelikan harus bukan 
merupakan barang yang diharamkan seperti daging babi, minuman 
keras ataupun yang lain. 
l. Penyerahan barang  
Penyerahan barang yang dijual kepada pembeli harus pasti 
waktunya dan tidak bergantung pada suatu kejadian yang tidak pasti 
misalnya, A menjual barangnya telah hilang dengan harapan A akan 
mendapatkan kembali barang tersebut. Jual beli demikian itu batal.15 
m. Harga barang  
Harga barang harus ditentuan dari awal dan haraga tersebut berlaku 
terus tanpa dapat diubah. Misalnya A berkata ke B, “Apabila Anda 
mebayar barang ini dengan waktu satu bulan, maka haraga barang ini 
adalah Rp50.000. namun jika membayar dalam waktu dua bulan, maka 
haraga baran ini adalah Rp55.000.” Oleh karena itu haraga barang 
tersebut tidak pasti maka jual beli tersebut batal. A dilarang untuk 
                                                             
15 Ibid. Hlm. 190. 
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memberikan dua pilihan tersebut kepada B, namun agar jual beli 
tersebut sah, B harus menentukan salah satu pilihan tesebut. 
n. Jual beli bersyarat 
1) Jual beli tidak boleh bersyarat. Suatu jual beli yang bersyarat 
mengakibatkan tersebut tidak sah, kecuali syarat-syarat tersebut 
merupakan bagian dari suatu bentuk perdagangan yang lazim dan 
tidak dilarang oleh syariah. 
2) Jual-beli harus menjadi seketika dan mutlak. Suatu jual beli 
dikaitkan suatu tanggal dikemudian hari atau suatu jual beli di 
gantungkan suatu waktu atau digantungkan kejadian yang masih 
akan terjadi dan kemudian hari demikian itu batal demi hukum. 
Misal A dapat memberikan suatu janji, namun jual beli itu sendiri 
baru akan akan terjadi pada tanggal 1 Januari dan baru pada tanggal 
1 Febuari dan baru pada tanggal tersebut semua hak dan kewajiban 
atas barang itu beralih kepada B, atau diperjanjikan akan dilakukan 
apabila “saya pindah rumah”. Jual beli tersebut batal karena 
digantungkan pada waktu atau pada kejadian yang masih akan 
terjadi di kemudian hari bahkan terjadi tersebut belum tentu 
terjadi.16 
 
 
                                                             
16 Ibid. Hlm 192 
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B. Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas tanah (BPHTP) 
1. Definisi PPH dan BPHTP 
Pengertian pajak menurut Undang-Undang Perpajakan adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.17 Dalam perpindahan 
hak milik dalam jual beli rumah dan bangunan terdapat pajak yang 
mengatur yakni PPH dan BPHTP. Pajak penghasilan atas peralihan hak 
atas tanah dan bangunan (PPH) merupakan pajak yang di bebankan pada 
badan atau pribadi yang telah melakukan pengalihan dalam jual beli tanah 
dan bangunan dalam hal ini adalah sebagai penjual.18 Sedangakan  BPHTP 
atau di sebut juga bea perolehan hak atas tanah dan atau Bangunan 
merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau 
bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan 
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. 19 Pada jual beli rumah dan 
bangunan terdapat pembebanan pajak di dalamnya yakni termasuk bagian 
dari PPH dan BPTHB. 
                                                             
17 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
 
18 Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya 
19 Aristansti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind 
Map, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 205. 
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2. Dasar Hukum PPH dan BPHTP 
Pajak penghasilan (PPH) peralihan hak atas banggunan terdapat 
Undang-Undang yang mengatur yakni termuat dalam Peraturan 
Pemerintah No 34 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut di bebankan pada 
pihak penjual.  Sedangkan pada BPHTB terdapat regulasi Undang-Undang 
yang mengatur yakni diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 
yang diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 selanjutnya 
perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi aerah (UU PDRD). Dalam pasal 1 UU PDRD 
ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan BPHTB adalah pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang 13 
selanjutnya disebut pajak. Subjek pajak menurut UU PDRD adalah orang 
dan atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.20 
3. Fungsi Pemungutan Pajak 
Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, 
khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan 
sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara 
termasuk pembangunan. Berdasarkan diatas maka pajak mempunyai 
beberapa fungsi, yaitu: 
a. Fungsi Penerima (Budgetair) 
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk 
negara yang diperuntukan untuk pembiayaan dan pengeluaran-
                                                             
20 Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan: Teori dan Aplikasi Edisi 1, (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 107 
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pengeluaran pemerintah untuk menjalankan-menjalankan tugas negara 
dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini 
dapat diperoleh dari penerimaan pajak.21 
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di 
tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara peaku ekonomi. 
Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, 
paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar dan tidak tejadi 
pertentangan dengan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan 
sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang 
keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.22 
4. Subjek dan Objek Pajak 
Subjek Pajak merupakan pihak yang dikenai kewajiban untuk 
melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat 
meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan). Pajak penghasilan 
(PPH) perpindahan hak atas tanah dan bangunan dengan jual beli telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam peraturan tersebut penjual 
selaku menerima penghasilan atas jual beli rumah dan bangunan menjadi 
subyek pajak.23 Objek PPh adalah penghasilan itu sendiri. Penghasilan 
                                                             
21 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia , (Jakarta: Indeks, 2017), Hlm. 5 
22 Ibid Hlm. 6 
23 Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya 
23 Aristansti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map, 
(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 205. 
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sebagai objek pajak PPh diartikan secara luas yaitu  “setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang 
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai 
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama 
dan dalam bentuk apapun.24 
Obyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 
perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dengan demikian yang 
menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 
yang dapat berupa: 
1. Tanah termasuk tanaman di atasnya; 
2. Tanah dan bangunan; 
3. Bangunan.25 
 Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana 
dimaksud meliputi pemindahan hak karena: 
a. Jual beli 
b. Tukar menukar 
c. Hibah 
d. Hibah warisan 
e. Waris 
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain 
                                                             
24 Kementrian Keuangan, “Pajak Penghasilan” dikutip dari 
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf diakses 5 Agustus 
2019 pukul 08.00 
25 Waluyo, Perpajakan di Indonesia: Pembahasan sesuai ketentuan Perundang-
Undangan Pepajakan Terbaru, (Jakarta: Salemba Empat, 2004),  hlm.185. 
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g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 
h. Penunjukan pembeli dalam lelang. 
i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
j. Penggabungan usaha 
k. Peleburan usaha 
l. Pemekaran usaha  
m. Hadiah.26 
5. Besaran Pajak PPH dan BPHTP 
Pajak penghasilan (PPH) pada transaksi jual beli rumah penjual 
selaku penerima penghasilan itu sendiri mendapat pembebanan pajak yang 
harus di bayarkan hal ini sesuai regulasi yang telah mengatur. Sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau 
Bangunan Beserta Perubahanya, pada peraturan tersebut di jelaskan bahwa 
pajak yang harus dibayarkan yakni 2,5% dari harga jual beli tanah dan 
bangunan tersebut.27 Dengan pengecualian dari kewajiban pembayaran 
atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) adalah apabila nilai transaksi jual beli rumah 
dan angunan kurang dari Rp,- 60.000.000.28 
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di tetapkan 
paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok Bea Perolehan Hak 
                                                             
26 Azhari Aziz, Perpajakan Di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), Hlm. 272 
27 Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya 
28 Ibid 
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atas Tanah dan Bangunan yang yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai 
Perolehan Obyek Tidak Kena Pajak yaitu sebesar Rp,-60.000.000.29 
C. Prinsip-prinsip Jual Beli  
Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang pada 
norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu’amalah termasuk didalmnya 
pada jual beli. Kewajiban berpegang teguh untuk melindungi hak masing-
masing pihak.30 Pada transaksi berakadnya seseorang terdapat kewajiban 
kewajiban yang harus dipenuhinya agar tidak ada pihak yang di rugikan. Agar 
tercapainya prestasi jual beli terdapat syarat serta ketentuan yang berlaku 
pada jual beli, sehingga jual beli tersebut menjadi transaksi yang sehat.  
 َّرَح ا ًَ ْلُْ  َّلاِإ َْيِْمِلْسُمْلا َْيْ َب  ِزئا ََ  ُحْلُّصلا َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َم ْوُمِلْسُمْلاَو اًمَارَح  َن  
 اًمَارَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح ًاطْرَش َّلاِإ ْم ُُ ُش ىَلَِ  
Artinya: “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali 
perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan 
suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang 
telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang 
halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR. Bukhari)” 
 Secara singkat prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam 
hukum islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip 
dasar fiqih muamalah termasuk dalam jual beli. Pada prinsip ini sebagai 
pacuan dan norma-norma dalam transaksi  jual beli sehingga tidak ada 
                                                             
29 Azhari Aziz, Perpajakan Di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), Hlm. 273 
30 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), 
Hlm. 11 
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pihak yang di rugikan dengan tujuan terwujudnya bermuamalah dalam jual 
beli sesuai norma norma illahiyahnya. Sebagai berikut: 
1. Prinsip Keadilan 
Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh 
aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah Zalim, yaitu sifat yang 
dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan 
sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya.31 Dalam kaidah fiqih 
mu’amalah  berbunyi  ملضلا عَّم  berarti larangan berbuat zalim. Zalim 
adalah meletakan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks 
mu’amalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, 
atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang 
seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena 
islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam bermuamalah.32 
Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 188. 
 ِل ِطا َب ْلا ِب ْم ُك ََّ  ْ ط  َب ْم ُك َلاَو ْم َأ او ُل ُك ْأ َت َلاَو 
Artinya; “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”  
 
 Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli 
barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada 
permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal 
                                                             
31 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 
Hlm.182. 
32Imam Mustofa, Fiqh Muamalah kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 
Hlm. 15 
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kuat terhadap orang kecil yang lemah. Secara umum ketentuan Al-Quran 
yang ada keterkaitannya dengan jual beli yang adil, tidak adanya 
penindasan dan dilarangnya kebencian terhadap sesutu etnis membuat 
seseorang tidak adil. Karena prinsip jual beli yang adil ini merupakan ciri-
ciri seseorang yang bertaqwa. Sesuai denga firman Allah SWT. 
 َلاَو  ِطْسِقْلِاب َهاَدَهُش  َِِّلل َيِْماَّو َق اُونوُك اوََُّمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي َش ْمُكََِّمرَْجْ  ٰىَلَِ   مْو َق ُنآََّ  
 َّللا َّنِإ   ََّللا اوُقَّ تاَو  ٰىَوْقَّ تِلل ُُ َر َْقأ َو ُُ  اوُلِدِْ ااُولِدْع َت َّلاَأ َنوُلَمْع َت َابِ  يرِبَخ  َ  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 
orang- orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, 
karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al- 
Maidah[5]:8) 
 
2.  Prinsip Suka sama suka 
Pada prinsip ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar 
individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, 
kerelaan disini dapat  berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, 
maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan 
objek dalam bentuk muamalat lainnya. Seperti pada  Hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/737 no: 2185 
أ اْبلا ا ام ّـَ ن
ِ
ا : ا َّلَّ اس او ِهْيالاع ُ َّللَّا َّلَّ اص ِ َّللَّا ُلوُس ار الااق :ُلوُقا ي َّيِرْدُْخلا ٍديِع اس ابَ ٍٍ ا َا اَ ْْ َا  ُُ ْي  
“Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka” (HR. Ibnu 
majah)24 
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3. Prinsip Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur 
a. Sikap Benar 
Sikap benar  merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada 
Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. 
Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan 
dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang 
dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pelaku 
penjual dan pembeli yang penting dan diridhai oleh Allah ialah 
kebenaran. Karena kebenaran mendatangkan berkah bagi penjual 
maupun pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan 
kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya 
mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling 
menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka 
mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu”.33 Dalam jual beli 
dilarang jual beli yang bersifat gharar atau ketidak jelasan dalam 
kaidah fiqih mua’amalah yang berbunyi رغلا عَّم  yang berarti larangan 
gharar. Gharar berarti ketidak jelasan sifat sesuatu. Dasar prinsip ini 
adalah Hadis Nabi, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: 
 َصَْلْا ِعْط َب ْنَِ  َمَّلَسَو  ِْطَلَِ   َُّللا ىَّلَْ  ِللها ُلوُسَر ىَه َن َرَغْلا ِعْط َب ْنَِ َو ِةا  
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang bai’ul 
hashaat dan bai’ul gharar”. 
                                                             
33 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997) Hlm. 
177 
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Dalam konteks mu’amalah adalah ketidak jelasan objek transaksi atau 
transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para 
pihak yang bertransaksi. Larangan Gharar  dalam mu’amalah adalah 
untuk melindungi para pihak untuk bermu’amalah, khususnya dalam 
para pihak yang bertransaksi dan berakad.34 Larangan gharar pada jual 
beli dalam islam untuk menghindari cara bathil dalam melakukan 
transaksi agar tidak ada para pihak yang dirugikan. 
b. Sikap Amanah 
Amanah yaitu mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak 
mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang 
lain, baik berupa harga atau upa. Dasar hukum terdapat pada surah 
An-Nissa ayat 58 
 ُمَْأي  ََّللا َّنِإ َب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِل ُْ َأ َٰلَِإ ِتَاناََمْلْا اوُّدَؤ ُت ْنَأ ْمُُكراوُمُكََْ  ْنَأ ِ اَّلا َْيْ  
  َب اًعط َِسَ َناَك  ََّللا َّنِإ   ِِب ْمُكَُ َِعي اَّمِِعن  ََّللا َّنِإ  ِلْدَعْلِابًايرِص  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 
lagi Maha Melihat”. 
Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: “Aku adalah yang ketiga 
dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak 
menghianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, 
                                                             
34 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),  
Hlm 16 
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aku keluar dari mereka”.35 Sifat amanat merupakan hal yang sangat 
penting dalam transaksi terlebih pada transaksi jual beli. Amanat 
dapat membuat para pelaku untuk mempertanggung jawabkan atas 
transaksi yang dilakukannya. 
c. Sikap Jujur 
Pelaku jual beli harus berlaku jujur, hal ini dilandasi agar para pihak 
mendapatkan kebaikan serta manfaat sebagaimana ia 
menginginkannya dengan menjelaskan kekurangan atas obyek 
transaksi yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. 
Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermuamalah. Namun demikian, 
kejujuran dalam bermu’amalah, khususnya dalam berbisnis menjadi 
suatu yang sangat berat. Terlebih bila bisnis hanya berorientasi 
keuntungan serta kemudahan duniawi. Prinsip jujur dan dapat 
dipercaya harus menjadi berpegangan bagi para pelaku bisnis 
khususnya jual beli, agar transaksi yang dijalankan tidak hanya 
mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan 
keuntungan ukhrwi.36 Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah 
memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil.37 Tata 
tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah seperti tercantum dalam  
QS Al-Syu‟ara Ayat 181-183 yang berbunyi:  
                                                             
35Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 
Hlm.182. 
36 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) 
Hlm. 19. 
37 Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Alqur’an, ” : Jurnal Ilmu al-Qur’an dan 
Tafsir  (Pasuruan)  Vol. 2  Nomor 2, 2017. 
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 َنِير ِسْخ ُم ْلا َن ِم او ُنو ُك َت َلاَو َل ْط َك ْل ا اوَُ ْو َأ ُمط ِق َت ْس ُم ْل ا ِ ا َطُه ْس ِق ْلا ِب او ُِنزَوُ  
 َني ِد ِس ْف ُم ِضْرَْلْا ِفِ اْو  َ ث ْع  َ ت َلاَو ْم ُُ َها َط ْش َأ َِ اََّّلا او ُس َخ ْب  َ ت َلاَوُ 
 Artinya: 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 
Termasuk orangorang yang merugikan; 182. Dan timbanglah dengan 
timbangan yang lurus. 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia 
pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 
dengan membuat kerusakan; 
 
Salah satu sifat curang adalah mengelabui para pihak atas transaksi 
yang dilakukan sehingga ada para pihak yang dirugikan. 
4. Prinsip Tidak mubazir (boros) 
Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya 
untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya serta 
menafkahkannya dijalan Allah dengan kata lain, Islam adalah agama yang 
memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam melarang tindakan mubazir 
karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. 
Harta yang mereka gunakan akan dipertanggung jawabkan di hari 
perhitungan, seperti dikatakan oleh Nabi saw,” Tidak beranjak kaki 
seorang pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya empat hal, tentang 
hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana di belanjakannya.  Seorang 
muslim dilarang memperoleh harta dijalan haram, ia juga dilarang 
membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak 
dibenarkan membelanjakan uangnya dijalan yang halal dengan melebihi 
batas kewajaran. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan 
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dunia dan mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran. 
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat: 87 
عَت َلاَو مُكَل  َُّللٱ َّلَحَأ اَم ِتَٰبَِّطط ْاوُمِّرََُ  َلا ْاوََُّمَاه َنيِذَّلٱ اَهُّ َيأَٰي  ُّبُِيُ َلا  ََّللٱ َّنِإ ْاوُدَتلٱ 
 عُم   َنيِدَت 
Artinya: Hai orang-orang yang berimann janganlah kamu 
mengharamkan apa-apa yang baikyang telah Allah halalkan bagi kamu. 
Dan janganlah kamu melampaui batas.38  
 
5. Prinsip kasih sayang   
Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad saw, dan 
Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau berkata “Saya 
adalah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam 
mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang penjual jangan 
hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk 
keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin mengatakan dibawah naungan 
norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat 
membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia 
menentang kezaliman39. Dengan prinsip kasih sayang maka akan timbul 
keridhaan para pihahak dalam transaksi jual beli. 
 
 
                                                             
38 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), Hlm. 
148 
39 Ibid. 189. 
41 
 
BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kelurahan Jombor Sukoharjo 
Sebagai gambaran lokasi penelitian di Kelurahan jombor 
Sukoharjo, maka perlu kiranya penulis melaporkan informasi-informasi 
pendukung untuk peneitian. 
1. Struktur Organisasi Kelurahan Jombor Sukoharjo 
Bagan 1. 
Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten 
Sukoharjo 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber data : Laporan Tahunan Kantor Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten 
Sukoharjo 
Penjelasan: 
LURAH    : Mursid Idarto Putro, S.Sos.Msi 
SEKRETARIS    : Demak Kukuh, S.E 
SEKSI PEMERINTAHAN  : Drs. Budi Taruno 
SEKSI PEMBANGUNAN DAN : Heri Wahyudiyanto 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 
LURAH 
SEKRETARIS 
STAF 
SEKSI 
PEMERINTAHAN 
SEKSI 
PEMBANGUNAN 
DAN 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 
 
SEKSI 
KETENTRAMAN 
DAN 
KETERTIBAN 
SEKSI 
PEMERINTAHAN 
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SEKSI KETENTRAMAN DAN : Aris Supriyanto 
KETERTIBAN 
SEKSI PELAYANAN UMUM : Sumardi 
 
2. Letak Geografis Kelurahan Jombor Sukoharjo 
Kelurahan Jombor merupakan salah satu Kelurahan yang berada di 
Kecamatan Bendosari. Wilayah ini merupakan termasuk berada di wilayah 
kota Sukoharjo dengan jarak 1,5km± dengan kantor pemerintahan 
kabupaten Sukoharjo. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Jombor 
sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidorejo 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jombor 
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Toriyo 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukoharjo 
Luas wilayah Kelurahan Jombor adalah 236.286 Ha, dengan tanah sawah 
49,23 Ha dan tanah kering 67.400 Ha. 
3. Demografi 
a. Penduduk 
Berdasarkan laporan data kependudukan Kelurahan Jombor 
tercatat pada bulan Febuari 2019, bahwa jumlah keseluruhan penduduk 
di Kelurahan Jombor Sukoharjo adalah 8.535 jiwa, terdiri dari 4. 299 
laki-laki dan 4.235 perempuan. Dari keseluruhan penduduk Kelurahan 
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Jombor terdapat 2822 kepala keluarga. Berdasarkan data tersebut 
wilayah jombor bisa dikatakan wilayah yang padat penduduk. 
b. Mata Pencaharian 
Dari data informasi kependudukan Kelurahan Sukoharjo, informasi 
mata pencaharian penduduk sebagai berikut: 
Tabel. 1 
Keadaan Penduduk Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari 
Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Mata Pencaharian. 
Jenis Pekerjaan 
Laki-
Laki 
Perempuan 
Petani 630 744 
Buruh tani 349 310 
Buruh migran perempuan 
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Buruh migran laki-laki 635 
 
Pegawai Negeri Sipil 251 211 
Pengerajin industri rumah 
tangga 
100 147 
Pedagang keliling 110 76 
Peternak 2 2 
Dokter swasta 5 4 
Bidan swasta 
 
3 
Pensiun dan TNI/POLRI 37 8 
Belum bekerja 2238 2226 
Jumlah 4357 4177 
Jumlah total penduduk 8534 
Sumber data: laporan data kependudukan Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari 
Kabupaten Sukoharjo, tercatat Bulan Febuari 2019. 
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c. Pendidikan 
Tingkat pendidikan di Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari 
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya mengalami peningkatan 
sampai sekarang. Dulu masyarakat Kelurahan Jombor Sukoharjo jarang 
sekali melanjutkan jenjang pendidikan ke-tingkat perguruan tinggi.seiring 
berkembangnya zaman, masyarakat kelurahan jombor mulai sadar akan 
pentingnya pendidikan, dan sampai sekarang masih berkembang ke tingkat 
perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya kondisi pendidikan masyarakat 
kelurahan Jombor saat ini, terdapat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel. 2 
Keadaan Penduduk Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten 
Sukoharjo Berdasarkan Pendidikan. 
Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan 
Tamat SD/Sederajat 1100 1550 
Tamat SMP/Sederajat 515 750 
Tamat SMA/Sederajat 250 220 
Tamat D-1/Sederajat 109 110 
Tamat D-2/Sederajat 325 325 
Tamat D-3/Sederajat 120 120 
Tamat S-1/Sederajat 311 310 
Tamat S-2/Sederajat 90 35 
Tamat S-3/Sederajat 0 0 
Tamat SLB 11 7 
Belum Sekolah 551 645 
Tidak Sekolah 410 670 
Jumlah 3792 4742 
Jumlah Total 8.543 
Sumber data laporan data kependudukan Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari 
Kabupaten Sukoharjo, tercatat Bulan Febuari 2019. 
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d. Keagamaan 
Kedudukan agama di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang 
sangat penting, karena agama merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki 
dan dihayati sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Di Kelurahan 
Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo banyak masyarakat 
yang menganut Agama dan kepercayaan. Adapun catatan data pemeluknya 
sebagai berikut: 
Tabel. 3 
Keadaan Penduduk Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten 
Sukoharjo Berdasarkan Pemeluk Agama. 
Agama Laki-Laki Perempuan 
Islam 4.038 4.065 
Kristen 133 97 
Katholik 106 95 
Hindu 0 - 
Budha 0 - 
Khonghucu - - 
Kepercayaan Kepada Tuhan 
YME 
7 5 
Aliran kepercayaan lainnya - - 
Jumlah 4.277 4.257 
Sumber data  laporan data kependudukan Kelurahan Jombor Kecamatan 
Bendosari Kabupaten Sukoharjo, tercatat Bulan Febuari 2019. 
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B. Praktik Jual Beli Rumah di Kelurahan Jombor 
1. Pelaksanaan Jual Beli Rumah di Kelurahan Jombor Kecamatan 
Bendosari Kabupaten Sukoharjo. 
Pada dasarnya transaksi jual beli rumah dilaksanakan masyarakat 
berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan primer. 
Masyarakat Jombor menyadari bahwa pada zaman sekarang rumah 
merupakan hal yang sangat penting untuk hidup dengan lebih 
sejahtera. Dari penelitian ini peneliti berhasil menemukan 4 transaksi 
dengan 2 orang penjual dan 4 orang pembeli. transaksi tersebut 
dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai 2016. Data diperoleh dari 
wawancara langsung penjual dan pembeli. 
 Adapun proses pelaksanaanya penjual dan pembeli dalam 
melakukan jual beli rumah di wilayah jombor adalah sebagai berikut: 
a. Survai Pembeli 
Hasil wawancara dari beberapa masyarakat (pihak pembeli) 
cara yang dilakukan yakni pihak pembeli melakukan survai 
terhadap rumah yang berada di wiayah jombor yang akan dibeli. 
Survai rumah ini bertujuan untuk menentukan apakah spesifikasi 
rumah sesuai dengan kebutuhan pembeli seperti akses lokasi 
rumah,  model rumah dan uang yang dimiliki dari pihak pembeli. 
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survai rumah termasuk hal yang penting karena faktor ini akan 
menjadi penentu untuk terjadinya transaksi jual beli.1 
Pada intinya pembeli ketika akan membeli rumah yang menjadi 
pokok pertimbangan yakni  rumah tersebut sesuai dengan 
kebutuhan pembeli yang diperlukan. Dalam keterangannya pembeli 
menyatakan bahwa membeli rumah di wilayah jombor karena 
wilayah ini strategis untuk aktifitasnya. Apabila pembeli telah 
setuju dengan spesifikasi dan keadaan rumah yang di tawarkan 
maka di buatlah kesepakatan negosiasi dengan penjual untuk di 
buat kesepakatan.2 
b. Adanya kesepakatan 
Dalam jual beli rumah terdapat perjanjian tertulis apabila 
telah terciptanya kesepakatan yakni perpindahan hak milik pada 
jual beli rumah harus di catatkan pada akta notaris atas ketersedian 
jual beli tersebut. 
Dari sini penjual dan pembeli melakukan negosiasi transaksi 
kesepakatan harga yang telah mereka buat termasuk dalam 
pengaruh pajak yang dibebakan penjual dan pembeli atas peralihan 
hak milik tersebut.3 
c. Penentuan harga dan sistem pembayaran 
                                                             
1 AR, Warga Masyarakat Kelurahan Jombor (pihak pembeli), w awancara pribadi, 21 
Mei 2019, pukul 20.00-21.00. 
2 AC, Warga Masyarakat Kelurahan Jombor (pihak pembeli), wawancara pribadi, 21 Mei 
2019, pukul 20.00-21.00. 
3 Ibid 
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Pada penentuan harga penjual dan pembeli sepakat untuk 
memberikan harga fiktif di akta PPAT dengan harga kesepakatan 
asli, hal ini berguna untuk mendapatkan pembebankan pajak yang 
rendah. Kesepakatan memberikan harga fiktif pada notaris tujuan 
masyarakat adalah untuk mengurangi beban atas harga jual beli 
rumah, Sehingga hal tersebut menjadikan alasan penjual dan 
pembeli untuk melakukan.4 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 
2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan 
Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya, pada 
peraturan tersebut di jelaskan bahwa pajak yang harus dibayarkan 
yakni 2,5% setelah dikurangi Rp-, 60.0000.000 (Tidak Kena Pajak) 
dari harga jual beli tanah dan bangunan tersebut untuk kemudian 
dibebankan pada penjual. Kemudian pada  Tarif Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  telah diatur dalam 
Undang-Undang.5 BPHTB dengan Nilai Transaksi di kurangi Rp,-
60.000.000 (tidak kena pajak) kemudian di tetapkan sebesar 5% 
(lima persen) di bebankan untuk pembeli.6 Berdasarkan hasil 
wawan\cara kepada pembeli harga fiktif yang dibuat di notaris 
yakni sebesar Rp,-250.000.000 dan harga kesepakatan asli yakni 
                                                             
4 S, Warga Masyarakat Kelurahan Jombor (pihak pembeli), wawancara pribadi, 22  Mei 
2019, pukul 13.00 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah 
6 Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya 
49 
 
Rp,-380.000.000 sehingga pajak yang di terima  penjual sebesar 
Rp,- 6.250.000 dan pembeli Rp,-9.500.000.7 Apabila telah terjadi 
kesepakatan jual beli maka proses pembayaran dilakukan antara 
penjual dan pembeli. Menurut pengakuan penjual transaksi 
pembayaran dilakukan di bank agar lebih aman. Pembayaran di 
bank dihadiri penjual dan pembeli. 8 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Harga dan Sistem 
Pembayaran Jual Beli Rumah di Kelurahan Jombor Sukoharjo 
Transaksi jual beli rumah di Kelurahan Jombor Sukoharjo memang 
menjadi daya minat tersendiri untuk para pembeli untuk melakukan 
pembelian rumah di wilayah jombor. Berbagai faktor penjual dan 
pembeli untuk melakukan transaksi di jual beli rumah dengan sepakat 
pemberian harga fiktif pada notaris di wilayah ini. Terdapat 
kepentingan penjual dan pembeli untuk melakukan berikut alasanya: 
a. Kepentingan Penjual 
1) Faktor Kebutuhan 
Dari hasil wawancara dari pihak penjual yang menjadi 
alasan yakni penjual menjual rumah bersepakat dengan pembeli 
untuk memberian harga fiktif di notaris  karena alasan 
kebutuhan, yakni kebutuhan untuk memendapatkan uang. 
Penjual menjelaskan bahwa alasan menjual rumah untuk 
                                                             
7 S, Warga Masyarakat Kelurahan Jombor (pihak pembeli), wawancara pribadi, 22  Mei 
2019, pukul 13.00 
8 DS, Warga Masyarakat Kelurahan Sidorejo (pihak penjual), wawancara pribadi, 16  
Mei 2019, pukul 16.00-17.00 
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mendapatkan uang, uang tersebut digunakan untuk membangun 
rumah di tempat lain. Mengingat rumah merupakan hal yang 
pokok dalam berkeluarga sehingga mempunyai rumah 
merupakan sesuatu yang sangat penting dalam berkehidupan. 
Pemberian harga fiktif pada PPAT dapat mengurangi 
pembebanan pajak yang harus di tanggung penjual dan pembeli, 
sehingga hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran pajak dari 
pihak penjual.9 Faktor lain bahwa penjual ingin mendapatkan 
pembebanan pajak yang rendah sehingga hal ini yang 
menjadikan alasan untuk memberikan harga fiktif pada PPAT..10 
2) Faktor Keuntungan 
Pada umumnya seorang penjual menjual rumah dalam 
mencari keuntungan merupakan hal yang lumrah dilakukan. 
Dengan memberikan kesepakatan dengan pembeli untuk 
memberikan harga fiktif di PPAT maka akan menjadi pemikat 
tersendiri untuk  pembeli dalam  membeli rumah tersebut.  
Dalam wawancara penjual menjelaskan dengan adanya 
kesepakatan pemberian harga fiktif antara penjual dan pembeli di 
notaris/PPAT maka akan memberikan daya minat pembeli dalam 
membeli rumah tersebut, setidaknya akan mengurangi pajak 
                                                             
9 Ibid 
10 H, Warga Masyarakat Kelurahan Jombor (pihak penjual), wawancara pribadi, 22  Mei 
2019, pukul 16. 00-17.00 
51 
 
yang diterima. 11 Sehingga faktor ini yang menjadi pertimbangan 
penjual untuk melakukan dari segi keuntungan. 
b. Kepentingan Pembeli 
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pembeli yang 
menjadi alasan dasar pembeli melakukan kesepakatan antara penjual 
dan pembeli dalam pemberian harga fiktif di notaris yakni faktor 
ekonomi. Pembeli menjelaskan bahwa faktor utama melakukaan 
yakni karena ingin mendapatkan harga yang murah.12 Faktor 
kebutuhan membuat praktek tersebut dilakukan, mengigat harga beli 
rumah yang terbilang mahal di wilayah jombor maka membuat 
perilaku pemberian harga fiktif. 
                                                             
11 Ibid 
12 He, Warga Masyarakat Kelurahan Jombor (pihak pembeli), wawancara pribadi, 22  
Mei 2019, pukul 20.00-21.00   
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BAB IV 
ANALISIS 
A. Aspek Keabsahan Akad Jual Beli Rumah Di Kelurahan Jombor 
Berdasarkan data yang telah di paparkan bab III, selanjutnya pada bab ini 
akan menjelasakan mengenai analisa praktik jual beli rumah yang di tinjau 
dari teori-teori yang dikumpulkan pada bab II yakni teori jual beli dan prinsip 
dalam Hukum Islam. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi oleh para pihak agar terciptanya keabsahan jual beli yang dilakukan. 
Dalam jual beli rumah tersebut rukun jual beli telah terpenuhi yakni 
meliputi: 
1. Pelaku akad. Jual beli rumah yang dilaksanakan di kelurahan Jombor 
Sukoharjo para pelaku akad telah memenuhi rukun jual beli, yakni para 
pihak penjual dan pembeli telah baligh/dewasa, berakal dan mempunyai 
kehendak pribadi tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi jual beli. 
2. Obyek akad. Pada obyek praktik jual beli rumah yang dilakukan di 
Kelurahan Jombor Sukoharjo telah memenuhi rukun jual beli, yakni obyek 
yang diperjualbelikan mempunyai manfaat, barang/rumah dapat diserah 
terimakan serta adanya pengakuan antara pihak atas keberadaan obyek jual 
beli. 
3.  Shighat. Jual beli rumah yang dilaksanakan terdapat shighat ucapan 
kesepakatan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli rumah di 
Kelurahan Jombor, sehingga telah terjadi mufakat antara penjual dan 
pembeli. 
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Dalam jual beli telah terpenuhi syaratnya yakni meliputi: 
1. Syarat kecakapan para pihak. Bahwa dalam jual beli rumah yang 
dilaksanakan di Kelurahan Jombor pihak penjual dan pembeli telah 
memenuhi kecakapan yakni berakal serta cakap dalam bertindak hukum. 
2. Jual beli rumah yang dilaksanaan berdasarkan kebebasan dan kesepakatan 
antara penjual dan pembeli. 
3. Penawaran dan penerimaan. Bahwa dalam transaksi jual beli rumah 
tersebut terdapat negosiasi mengenai harga dan kepastian waktu 
pembayaran tercantum dalam kesepakatan para pihak. 
4. Kepemilikan barang. Dalam transaksi jual beli rumah yang dilaksanakan, 
bahwa rumah merupakan murni milik penjual dan sepenuhnya dalam 
penguasaan penjual sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas 
kepemilikan sebelum dilaksanakan transaksi jual beli. 
5. Spesifikasi barang. Bahwa rumah yang di perjualbelikan mempunyai 
spesifikasi sesuai yang di jelaskan penjual dan berdasarkan survai pembeli. 
Dari data yang diperoleh bahwa pembeli melakukan survai sebelum 
memberikan kesepakatan. Sehingga sebelum transaksi penjual dan pembeli 
sepakat sesuai dengani spesifikasi yang telah dilihat. 1 
6. Eksistensi barang. Bahwa rumah yang di perjualbelikan  ada dan telah 
disaksikan para pihak sebelum dilaksanakan kesepakatan transaksi jual 
beli rumah. 
                                                             
1 AR, Warga Masyarakat Kelurahan Jombor (pihak pembeli), wawancara pribadi, 21 Mei 
2019, pukul 20.00-21.00. 
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7. Pemindah tanganan. Rumah yang diperjualbelikan dapat di pindah 
tanganan berdasarkan akta jual beli yang dicatatkan PPAT untuk kemudian 
di terbitkan sertifikat hak milik. Sehingga dalam hal ini secara yuridis 
beralihnya kepemilikan kepada pembeli. 
8. Harga barang. Bahwa dalam jual beli rumah yang dilaksanakan telah di 
tentukan harga rumah tersebut. Dalam hal ini telah terjadi negosiasi antara 
penjual dan pembeli untuk kemudian dilakukan kesepakatan antara para 
pihak untuk melakukan transaksi. 
 Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dipaparkan di bab III 
bahwa proses akad transaksi jual beli rumah di Kelurahan Jombor 
Sukoharjo sudah sesuai hukum Islam. Dalam buku yang berjudul buku 
Daras Fiqh Muamalah I  Apabila ditinjau dari segi rukun jual beli maka 
telah sah, yakni telah terpenuhinya Shighat, Pelaku akad dan Obyek akad. 
hal tersebut sesuai pemaparan pada analisis yang telah dijelaskan.2 
Kemudian jika di tinjau dari dari syarat jual beli maka jual beli rumah 
tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dengan merujuk buku yang di 
tuliskan oleh Yazid Afandi yang berjudul Fiqh Muamalah Dan 
Impementasinya Dalam lembaga Keuangan Syariah dengan pemaparan 
yang telah dijelaskan.3 Sehingga dalam hal ini secara umum bahwa jual 
beli rumah yang telah dilaksanakan di Kelurahan Jombor Sukoharjo telah 
sah dan sesuai hukum Islam. Namun terdapat ketidak sesuaian karena jual 
                                                             
2 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah 1, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013). 
3 M.Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga K euangan 
Syariah, (Yogyakarta: logung Pustaka, 2009) 
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beli terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam mengurangi 
pembebanan pajak jika dilihat dari prinsip muamalah. 
 
B. Aspek Keabsahan Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan 
 Pada perpindahan hak miliik tanah dan bangunan yang disebabkan jual 
beli terdapat ketentuan pajak yang mengaturnya terdapat Subyek, Obyek dan 
besaran Pajak yang diterima negara. Berdasarkan data yang telah diperoleh 
pada bab III peneliti menganalisa fakta yang ada dilapangan sebagai berikut:  
1. Subjek, Objek PPH dan BPHTB 
  Pada transaksi tersebut terdapat subyek dan obyek pajak yakni 
yang mejadi subyek dari PPH adalah pihak penjual yang telah menjual 
tanah dan bangunan yang berada di wilayah kelurahan Jombor Sukoharjo. 
Sehingga dalam hal ini penjual sebagai subyek PPH atas penjualan 
rumah. Selanjutnya objek PPH yaitu penghasilan itu sendiri atau disebut 
juga uang yang diterima penjual dari jual beli rumah yang berada di 
wilayah kelurahan jombor yang menjadi lokasi penelitian.  
  Objek BPHTB yakni tanah dan bangunan yang di perjualbelikan 
termasuk jika terdapat tanaman di atasnya. Teori ini mengutip dari buku 
yang ditulis oleh Waluyo dalam judul Perpajakan di Indonesia.4 Objek 
BPHTB pada penelitian ini adalah tanah dan bangunan yang terdapat di 
wilayah Jombor Sukoharjo. Subyek  BPHTB ini adalah pembeli yang 
                                                             
4 Waluyo, Perpajakan di Indonesia: Pembahasan sesuai ketentuan Perundang-Undangan 
Pepajakan Terbaru, (Jakarta: Salemba Empat, 2004),  hlm.185. 
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telah memperoleh obyek jual beli atas dasar melakukan transaksi jual beli 
rumah. 
2. Besaran PHH dan BPHTB 
  Pada transaksi perpindahan hak miik dalam hal ini jual beli rumah 
yang dilakukan di wilayah Kelurahan Jombor terdapat pajak yang 
dibebankan pada penjual maupun pembeli. Pajak penghasilan yang di 
terima penjual adalah 2,5% setelah dikurangi Rp,-60.000.000 (Tidak 
Kena Pajak).5 Selanjutnya BPHTB yang di bebankan pada pembeli yakni 
sebesar 5% atas dasar perolehan tanah dan bangunan dari pembelian.  
  Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa harga rumah dan 
bangunan  yang menjadi nilai transaksi yakni Rp,-250.000.000 dengan 
harga tersebut maka PPH yang di bebankan penjal yakni sebesar 2,5% 
dengan nominal Rp,- 6.250.000. BPTH yang di bebankan pada pembeli 
yakni 5% setelah dikurangi Rp,-60.000.000 (tidak kena pajak) pajak yang 
diterima pembeli dengan nominal Rp,- 9.500.000.6 
 Secara pembayaran pajak telah sah dibayarkan akan tetapi terdapat 
pembedaan harga ketika harga sebenarnya dan harga yang di tuangkan 
dalam akta notaris berbeda dengan tujuan mengurangi pembebanan pajak. 
Mengurangi pembebanan pajak dapat berdampak pada manfaat pajak. 
Manfaat pajak Budgedair diperuntukan untuk pembiayaan dan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk menjalankan-menjalankan 
                                                             
5 Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahanya 
6 S, Warga Masyarakat Kelurahan Jombor (pihak pembeli), wawancara pribadi, 22  Mei 
2019, pukul 13.00 
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tugas negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan 
biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.7 
 
C. Aspek Kesepakatan Membuat Dua Harga 
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa penjual dan pembeli 
sepakat dalam memberikan harga yang berbeda yakni memberikan harga di 
notaris PPAT yang lebih rendah dari pada harga sebenarnya hal tersebut 
dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pembebanan pajak yang rendah. 
Tingginya harga rumah diwilayah Kelurahan Jombor membuat dorongan para 
pihak  untuk melakukan dengan alasan karena kebutuhan. Pada dasarnya 
pajak merupakan hal yang sangat penting didalam sebuah negara yakni pajak 
sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.8 Kesepakatan pembedaan harga 
tersebut tersebut dilakukan ketika di awal dan disaat dibuatnya penetapan 
harga rumah  antara penjual dan pembeli. 
 
Rasulullah SAW bersabda: 
 َّلَحَأ َْوأ ًلاَلاَح َم َّ ّّ ّرَح اًحْلُص َّلاِإ َْيِْمِلْسُمْلا َْيْ َب ٌِزئاَج ُحْل ُّصلا َرَح  َنْوُمِلْسُمْلاَو اًما  
                                                             
7 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia , (Jakarta: Indeks, 2017), Hlm. 5 
8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan 
 
58 
 
 اًمَارَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح ًاطْرَش َّلاِإ ْم ُّ ُش ىَلَع  
Artinya: “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali 
perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan 
suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang 
telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang 
halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR. Bukhari)” 
 
Dalam hadis ini menjelaskan berdamai atau bersepakat dengan sesama 
muslim itu diperbolehkan dan dengan cara yang diperbolehkan, yaitu dengan 
cara yang halal. Tidak menghalalalkan sesuatu yang haram dan tidak 
mengharamkan sesuatu yang halal. Sehingga dalam hal ini kesepakatan antara 
penjual dan pembeli didalam membuat harga yang berbeda pada akta PPAT 
dengan harga sebenarnya dengan tujuan untuk mendapatkan pembebanan pajak 
yang rendah merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tidak 
dibenarkan. Mengingat pajak merupakan hal yang fundamental didalam 
pembangunan dalam sebuah negara untuk kemakmuran rakyat.9 Jual beli yang 
dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yakni penjual dan pembeli. Jual 
beli memang telah sah dilakukan sesuai syarat, akan tetapi kesepakatan 
tersebut terdapat pengelabuhan pajak dengan cara memberikan hrga yang tidak 
sebenarnya. Hal tersebut berdampak pada pajak yang diterima negara untuk 
kemaslahatan masyarakat. 
Dalam bermuamalah khususnya dalam jual beli terdapat prinsip atau 
norma yang mengatur agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan  dalam Islam. Dalam buku yang dituliskan oleh Yusuf Qardhawi 
                                                             
9 Ibid 
59 
 
yang berjudul “Norma Dan Etika Ekonomi Islam” dalam buku ini terdapat  
mengenai prinsip dalam jual beli yakni prinsip Bersikap Benar, Amanah, dan 
Jujur.10 
Prinsip Bersikap Benar dan Jujur, sifat ini merupakan sifat yang harus 
dimiliki oleh seorang penjual maupun pembeli. Bersikap benar yakni tidak 
berbohong atas transaksi yang dilakukan. Dalam pemberian harga yang 
berbeda pada notaris dengan harga sebenarnya dengan tujuan mendapatkan 
pembebanan pajak yang rendah merupakan perilaku yang tidak dibenarkan, 
karena pembebanan pajak termasuk bagian dari proses perpindahan hak milik 
yang harus di penuhi tanpa di kelabuhi. Pada buku yang di tuliskan Imam 
Mustofa menambahkan bahwa para pihak penjual dan pembeli harus berlaku 
jujur, hal ini dilandasi agar para pihak mendapatkan kebaikan serta manfaat.11 
Manfaat dari pajak yakni sebagai pembangunan untuk kemakmuran rakyat 
seperti yang telah di jelaskan pada Undang-Undang.12 
Prinsip Bersikap amanah, sifat ini juga harus ada pada penjual maupun 
pembeli. Pada buku yang dituliskan Yusuf Qardhawi  yang berjudul Norma Dan 
Etika Ekonomi Islam menjelaskan bahwa Amanah yaitu mengembalikan hak apa 
saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak 
mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Kesepakatan penjual 
dan pembeli dalam pembedaan harga pada akta notaris dengan harga 
                                                             
10 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997) 
 
11 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) 
 
12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan 
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sebenarnya  merupakan tindakan untuk mengurangi pembebanan pajak yang di 
bayarkan. Dalam transaksi jual beli rumah pada perpindahan hak milik terdapat 
pajak yang di amanahkan kepada para pihak penjual maupun pembeli yang 
harus di bayarkan guna untuk menerima manfaat atas transaksi yang 
dilaksanakan. 
Berdasarkan data wawancara yang diperoleh yang telah dijelaskan pada 
bab III, Jual beli rumah di Kelurahan Jombor Sukoharjo, bahwa terdapat 
kesepakatan antara penjual dan pembeli di dalam pemberian harga yang 
berbeda pada akta notaris dengan harga yang sebenarnya. Perilaku penjual dan 
pembeli bertujuan untuk mendapatkan pembebanan pajak yang rendah. 
Kesepakatan tersebut di buat oleh penjual dan pembeli berdasarkan kemauan 
bersama untuk mengurangi pembebanan pajak. Kesepakatan tersebut tidak 
diperbolehkan karena mengelabuhi bagian dari syarat perpindahan hak milik. 
Dengan demikian jika ditinjau dengan prinsip muamalah pada buku yang 
dituliskan olah Yusuf Qardhawi maka perilaku tersebut tidak di benarkan dari 
segi prinsip Jujur, Bersikap Benar, dan Amanah. Pentingnya penjual dan 
pembeli di dalam membayarkan pajak yakni sebagai alat untuk pembangunan 
negara untuk kesejahteraan masyarakat melalui kewajiban masyarakat dalam 
membayar pajak. Hukum Islam mengatur dalam bermuamalah pada  jual beli 
dengan tujuan untuk menciptakan transaksi yang selalu berpegang pada norma-
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norma Ilahiya serta untuk mendapatkan manfaat dan kemaslahatan atas 
transaksi yang dilakukan.13 
                                                             
13 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah kontemporer, (Jakta: Raja Grafindo Persada, 2016). 
Hlm. 11.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari pemaparan yang dijelaskan peneliti dari bab I sampai bab IV dapat di 
ambil kesimpulan. 
1. Praktik jual beli rumah yang dilaksanakan di Kelurahan Jombor 
Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh para 
pihak penjual dan  pembeli yang menjadi pihak yang diteliti bahwa jual 
beli yang dilakukan sah menurut rukun dan syarat jual beli dalam hukum 
Islam. Berdasarkan analisis tentang teori jual beli pada hukum Islam 
dengan keadaan dilapangan menunjukan keabsahan jual beli yang 
dilakukanntelah sesuai syarat dan rukun. Namun terdapat kesepakatan 
pembedaan harga. Sehingga dalam hal ini menjadikan permasalahan jika 
di tinjau dari prinsip muamalah karena pembedaan harga untuk menguragi 
pembebanan pajak. 
2. Transaksi yang dilakukan mengandung PPH dan BPHTB yang di 
bebankan penjual dan pembeli. Dalam pajak tersebut telah di bayarkan. 
Namun terdapat penetapan harga fiktif yakni untuk mengurangi 
pembebanan pajak yang dibebankan pada penjual dan pembeli. Penjual 
dan pembeli sepakat untuk membedakan harga sebenarnya dengan 
pemberian harga fiktif pada PPAT dengan tujuan untuk mendapatkan 
pembebanan pajak yang rendah. Bahwa kesepakatan yang di buat penjual 
dan pembeli tersebut merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan karena 
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kesepakatan di buat untuk mendapatkan pembebanan pajak yang rendah 
mengingat pajak untuk kemaslahatan masyarakat berdasarkan fungsi 
pajak. Serta  perilaku penjual dan pembeli bertentangan dalam prinsip 
muamalah yakni prinsip jujur, bersikap benar dan prinsip amanah. Islam 
sangat menghargai setiap akad dalam transaksi untuk menuntun manusia 
di dalam norma-norma dalam bermuamalah. Pajak merupakan menjadi 
bagian proses perpindahan hak milik yang dibebankan untuk penjual dan 
pembeli. Pajak merupakan alat negara untuk pembangunan dalam 
mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. 
 
B. Saran 
Berdsarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran yaitu: 
1. Bagi para pihak penjual dan pembeli agar tidak melakukan pemberian 
harga fiktif pada notaris untuk mendapatkan pembebanan pajak yang 
rendah. Walaupun atas dasar kesepakatan para pihak namun kesepakatan 
tersebut bertentangan dalam prinsip-prinsip muamalah dalam jual beli 
karena menjauhkan dari kemaslahatan masyarakat melalui pembayaran 
pajak. 
2. Bagi pemerintahan Kelurahan Jombor diharapkan lebih memperluas 
kajian terkait muamalah, serta memberikan pengarahan kepada 
masyarakat mengenai pentingnya pajak. Sehingga masyarakat dapat 
mengaplikasikan kegiatan muamalah secara benar yang berguna dalam 
hal ini tersalurnya pajak secara maksimal pada negara sehingga dapat 
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memperbaiki transaksi sesuai syariat Islam untuk kemaslahatan 
masyarakat. 
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Lampiran 1  
Pedoman wawancara dengan Perangkat Kelurahan Jombor Sukoharjo 
Narasumber  : Sumardi (Seksi Pelayanan Umum) 
Waktu  :16 Mei 2019 
 
 
 
 
Azdiim : Bagaimana keadaan Wilayah kelurahan Jombor 
dengan kondisi penduduk? 
Sumardi : Ya begini mas wilayah Jombor luas banyak 
penduduk peribumi dan pendatang dari luar. 
Azdiim : Bagaimana letak geografis kelurahan Jombor? 
 
Sumardi : Wilayah jombor termasuk wilayah kota, strategis 
mas deket kantor pemerintahan. Lahan 
hijaunyapun juga luas. 
Azdiim : Bagaimana gambaran demografi kelurahan 
Jombor? 
 
Sumardi Lebih lanjutnya saya kasih buku laporan 
kependudukan tahunannan Kelurahan Jombor. 
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Pedoman Wawancara Dengan Pihak Penjual Jombor Sukoharjo 
Narasumber  :DS (Pihak Penjual) 
Waktu  :16 Mei 2019 
Azdiim Kapan Jual Beli Rumah Dilakukan Bu? 
Penjual Transaksi dilakukan pada sekitar awal 2016 mas. 
Azdiim Apa alasan menjual Rumah Bu? 
Penjual Ya yang jelas kebutuhan mas, soalnya dulu saya 
mau bangun rumah lagi didesa sebelah jadi butuh 
uang juga. 
Azdiim Bagaimana proses jual beli dilakukan? 
Penjual Ya dulu rumah ini saya posting melalui online, sama 
anak saya disebutkan spesifikasi rumah lalu ada 
pembeli yang menguhubungi saya mau lihat. Setelah 
sekitar 1 minggu pembeli datang lagi ke saya mau 
jadi membeli yaudah kita transaksi karna harga 
sudah sepakat dibicarakan. 
Azdiim Berapa harga rumah yang dijual Bu? 
Penjual Dulu saya onlinekan Rp,-400.000.0000 setelah 
pembeli lihat-lihat kita negosiasi sepakat dengan 
harga Rp,-380.000.000 
Azdiim Bagaimana penentuan dua harga dalam PPAT? 
Penjual Intinya setelah harga sudah jadi sudah dael langsung 
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saya tanyakan ke adek saya kebetulan adek saya 
PPAT ngasih tau sebelumnya nanti ada pemotongan 
pajak dengan persenan, disitu kita langsung sepakat 
dibuat dua harga. 
Azdiim  Bagaimana cara meyakinkan pembeli untuk 
membeli rumah? 
Penjual Ya biasa mas saya yakinkan dengan menjelaskan 
apa yang ada biar segera laku. 
Azdiim Bagaimana proses pelegalan perpindahan hak milik 
dalam jual beli rumah? 
Penjual Setalah sepakat saya dan pembeli langsung diurus 
ke PPAT buat balik namanya. Saya langsung ke 
adek saya (PPAT) 
Azdiim Berapa pajak yang di terima pada pembeli dalam 
proses perpindahan hak milik? 
Penjual Intinya seinget saya untuk saya RP,-6.250.000 dan 
untuk pembeli Rp,-6.250.000. 
 
 
 
 
71 
 
Pedoman Wawancara Dengan Pihak Pembeli di Jombor Sukoharjo 
Narasumber  :AC (Pihak Pembeli) 
Waktu  :21 Mei 2019 
Azdiim Kapan pembelian rumah dilakukan? 
Pembeli Kalau tidak salah kurang lebih sekitar 
tahun 2016 awal. 
Azdiim Apa alasan membeli rumah? 
Pembeli Yang jelas karena butuh. Dan memang 
lokasi jombor sudah tepat jadi lokasi 
rumah. 
Azdiim Berapa Harga Rumah yang dibeli? 
Pembeli Saya beli itu Rp,- 150.000.000 dalam 
bentuk tanah lalu kemudian baru 
dibangunkan rumah 
Azdiim Bagaimana proses pembelian rumah 
dilakukan? 
 
Pembeli Awalmnya saya dapet info kalo ada yang 
jual perumahan di wilayah ini (Jombor), 
lalu saya dateng pertama untuk tanya-
tanya. Setelah dipertimbangkan dan 
negosiasi transaksiun dilakukan. 
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Azdiim Bagaimana proses pelegalan perpindahan 
hak milik dalam jual beli rumah terkait 
pemberian dua harga? 
Pembeli Kita sudah sepakat harga langsung saja ke 
Notaris PPAT untuk perpindahan hak 
milik. 
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Lampiran 2 
Jadwal Penelitian 
 
 
 
No Bulan Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
 X X              
2 Konsultasi    X   X X         
3 Revisi 
proposal 
    X X  X         
4 Pengumpulan 
Data 
       X         
5 Analisis Data        X         
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
        X        
7 Pendaftaran 
Munaqasyah 
        X        
8 Munaqasyah             X    
9 Revisi 
Skripsi 
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Lampiran 3 
Foto dengan Pihak Narasumber 
 
Keterangan: Foto dengan pihak Pembeli 
 
 
 
Keterangan: Foto dengan pihak Perangangkat Keurahan 
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